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Abstract—The increasing crime rate in Indonesia has resulted in the emergence of various modus operandi in 
the occurrence of criminal acts, one of which is the crime of child molestation. Child molestation can damage 
the order of family life, the community environment and the school environment, even directly or indirectly a 
threat to the continuity of development and the future of children who are the next generation of the 
Indonesian nation and state. The research is to determine the qualifications of acts of sexual abuse against 
children in the view of criminal law and to determine the application of the law to perpetrators of criminal 
acts of sexual abuse against minors. The research method used is normative legal research. Issues are 
discussed based on the laws and regulations. Legal materials use primary and secondary legal materials. The 
conclusion of this study is the qualification of acts of sexual abuse against children in the view of criminal law. 
The application of law against perpetrators of criminal acts of obscenity against minors, namely by providing 
sanctions in accordance with Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, including the provision of 
imprisonment and fines. 
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Abstrak—Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus 
operandi dalam terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan anak. “Pencabulan 
terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, 
bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan 
anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.” “Penelitian untuk mengetahui 
kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui 
penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.” Metode penelitian 
yang digunakan penelitian hukum normatif. Permasalahan dibahas berlandaskan pada peraturan perundang-
undangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Simpulan dari penelitian ini adalah 
kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana. Penerapan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain pemberian sanksi pidana penjara 
dan pidana denda.. 
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1. Pendahuluan 

“Negara Republik Indonesia adalah negara 
hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 yang mengandung makna segala 
tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya 
harus sesuai dengan norma- norma dan 
ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh 
negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah 
dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang 
Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa 

Negara bertujuan melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha 
perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah 
seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan 
perlindungan terhadap keselamatan dan 
keamanan yang secara nyata dalam aspek 
kehidupan.” 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4542
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum
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“Anak merupakan karunia yang diberikan 
oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan 
dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang 
dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang 
berhak mendapatkan perlindungan hukum serta 
mendapatkan hak tanpa ia minta.” Dalam Pasal 
1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan 
bahwa: “Perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi” 

“Perkembangan hukum akan selalu 
berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat. Demikian pula permasalahan 
hukum juga akan ikut berkembang seiring 
dengan perkembangan permasalahan yang 
terjadi di masyarakat. Perkembangan 
masyarakat yang begitu pesat dan 
meningkatnya kriminalitas di dalam 
bermasyarakat berdampak kepada suatu 
kecenderungan dari anggota masyarakat itu 
sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang 
lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu 
perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah- 
kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat 
untuk menciptakan rasa aman, tentram dan 
tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak 
semua anggota masyarakat mau untuk 
menaatinya dan masih saja ada yang 
menyimpang yang pada umumnya perilaku 
tersebut kurang disukai oleh masyarakat.” 

“Semakin meningkatnya kriminalitas di 
Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam 
modus operandi dalam terjadinya tindak 
pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang hukum pidana 
menyebabkan seseorang menjadi korban 
perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. 
Dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana 
ialah anak sebagai korban tindak pidana karena 
minimnya pengawasan dari orang tua. Salah 
satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam 
masyarakat ialah tindak pidana pencabulan 
anak.” 

“Masalah pencabulan mempunyai dimensi 
yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, 
psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. 
Pencabulan terhadap anak dapat merusak 
tatanan kehidupan keluarga, lingkungan 
masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan 
langsung atau tidak langsung merupakan 
ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta 
masa depan anak yang merupakan generasi 
penerus bangsa dan negara Indonesia.” 

“Pencabulan telah menjadi masalah sangat 
serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan 
juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila 
dianalisis secara medis pada dasarnya 
merupakan penyakit otak, oleh karena itu 
persoalan seksual bukan karena kurang 
motivasi untuk pulih melainkan karena 
perubahan mekanisme yang ada dalam otak 
yang pada umumnya memerlukan waktu yang 
lama untuk dapat beradaptasi dan kembali 
pulih.” 

Berdasarkan latar belakang masalah yang 
telah dikemukakan di atas, maka rumusan 
masalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah kualifikasi perbuatan 
pencabulan terhadap anak dalam pandangan 
hukum pidana?” 

“Bagaimanakah penerapan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak 
dibawah umur?” 

2. Tinjauan Pustaka 

Pengertian Tindak Pidana 

“Istilah tindak pidana berasal dari istilah 
yang dikenal dalam hukum pidana Belanda 
yaitu feit. Feit, terdiri dari 
tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf 
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. 
Baar, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. 
Dan untuk kata Feit, diterjemahkan dengan 
tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaar feit adalah peristiwa yang 
dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa 
asing disebut delict yang artinya suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 
hukuman pidana. Selain daripada istilah 
strafbaar feit, dipakai juga istilah lain yang 
berasal dari Bahasa latin, yakni delictum. 
Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam 
bahasa Prancis disebut delit dan dalam bahasa 
Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana 
dikutip Leden Marpaung, delik merupakan 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
karena merupakan pelanggaran terhadap 
undang- undang tindak pidana.” 

“Tindak pidana juga diartikan sebagai 
suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana 
pada orang yang telah melakukan perbuatan 
pidana atas dasar pertanggungjawaban 
seseorang atas perbuatan yang telah 
dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai 
dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu 
mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu 
berdasarkan atas asas legalitas (principle of 
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legality), asas yang menentukan bahwa 
tidakada perbuatan yang dilarang dan diancam 
dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 
dahulu dalam undang- undang Asas legalitas 
yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 
dirumuskan di dalam bahasa latin :“Nullum 
delictum nulla poena sine praevia lege 
poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa 
Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, 
tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang 
mendahuluinya.” 

Tindak Pidana Pencabulan 

Pengertian tindak pidana pencabulan 

Menurut Leden Marpaung menyatakan 
bahwa “Tindak pidana pencabulan adalah suatu 
tindak pidana yang bertentanggan dan 
melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang 
yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi 
kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba 
kelamin seorang perempuan” (Marpaung, 2014) 

Pencabulan oleh (Moeljatno, 2013) 
dikatakan “Sebagai segala perbuatan yang 
melanggar susila atau perbuatan keji yang 
berhubungan dengan nafsu ke kelaminannya”. 
Definisi diungkapkan Moeljatno lebih 
menitikberatkan pada perbuatan dilakukan oleh 
orang berdasarkan nafsu kelaminanya, di mana 
langsung atau tidak langsung merupakan 
perbuatan yang melanggar susila dan dapat 
dipidana.  

Ketentuan Hukum Tindak Pidana 
Pencabulan Anak 

“Landasan yuridis mengenai tindak pidana 
pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada 
Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 
sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang 
mengategorikan pencabulan tersebut sebagai 
kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan 
pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 
290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, 
Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.” 

3. Metode 

Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini 
dipergunakan jenis penelitian hukum Normatif. 
Permasalahan dibahas berlandaskan pada 
peraturan perundang-undangan 

“Dalam penelitian hukum terdapat 
beberapa pendekatan. Dengan pendekatan 
tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi 

dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang 
dicoba untuk dicari jawabannya. Masalah yang 
digunakan dalam penelitian hukum adalah”: 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute 
Approach) 

Pendekatan Konseptual (Conceptual 
Approach). 

Pendekatan fakta (The fact Approach) 

Sumber Bahan Hukum  

“Pada umumnya, data dalam penelitian 
dibedakan antara data yang diperoleh secara 
langsung dari narasumber (para pihak) dan 
bahan pustaka. Data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat disebut dengan 
data primer (data dasar) dan data yang 
diperoleh dari bahan pustaka disebut data 
sekunder.”  

4. Hasil dan Pembahasan 

Kualifikasi Perbuatan Pencabulan Terhadap 
Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana 

Delik-Delik Pidana Pencabulan  

Kata”delik” berasal dari bahasa latin, yakni 
deliktum. “Dalam bahasa jerman disebut delict, 
dalam bahada perancis disebut delit, dalam 
bahasa Belanda disebut delict.” (Marpaung, 
2008) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
tercantum sebagai berikut: Delik adalah 
perbuatan yang di kenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana (Prasetyo, 2014) 

“Ilmu Hukum Pidana membagi delik pada 
dua bagian, yaitu delik formal dan delik 
materiil. Delik Formal adalah delik yang 
perumusannya menitikberatkan pada perbuatan 
yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang. Disini rumusan dari perbuatan 
jelas, misalnya Pasal 362 KUHP tentang 
pencurian.” 

“Adapun Delik Materiil adalah delik yang 
pada rumusanya menitikberatkan pada akibat 
dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang, hanya disebut rumusan dari 
akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP 
tentang pembunuhan. Juhaya S.Praja.” (2014) 

Kualifikasi Perbuatan Cabul Terhadap Anak 
Menurut Hukum Pidana  

“Setelah melakukan pemeriksaan dari hasil 
pengumpulan data dengan menelaah beberapa 
literatur dan perundang-undangan, maka 
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penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan 
pencabulan terhadap anak dalam pandangan 
hukum pidana sebagai berikut:”  

“1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP)”  

Pasal 290  

1e. “Barang siapa yang melakukan 
perbuatan cabul dengan seseorang, sedang 
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau 
tidak berdaya” 

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan 
cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya 
atau patut harus disangkanya, bahwa umur 
orang itu belum cukup umur 15 tahun atau 
kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang 
itu belum masanya buat kawin”. 

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) 
seseorang yang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya, bahwa umur orang itu belum 
cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa 
umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, 
akan melakukan atau membiarkan dilakukan 
pada dirinya perbuatan cabul, atau akan 
bersetubuh dengan orang lain dengan tiada 
kawin”. 

 Pasal 292 “Orang dewasa yang 
melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 
belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, 
sedang diketahuinya atau patut harus 
disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum 
penjara selama-lamanya lima tahun”. 

Pasal 293 “Barang siapa dengan 
mempergunakan hadiah atau perjanjian akan 
memberikan uang atau barang, dengan salah 
mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-
lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan 
yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, 
sengaja membujuk orang yang belum dewasa 
yang tidak bercacat kelakuannya, yang 
diketahuinyaatau patut harus disangkanya 
belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul 
dengan dia atau membiarkan dilakukan 
perbuatan yang demikian pada dirinya, 
dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. 

 Pasal 294 “Barang siapa melakukan 
perbuatan cabul dengan anaknya yang belum 
dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak 
peliharaannya, atau dengan seorang yang belum 
dewasa yang dipercayakan padanya untuk 
ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan 
bujang atau bawahannya yang belum dewasa, 
dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.  

Pasal 295  

1e. “Dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun barang siapa dengan sengaja 
menyebabkan atau memudahkan dilakukannya 
perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, 
anak angkatnya, atau anak dibawah 
pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh 
orang yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikan atau 
penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun 
oleh bujangnya atau bawahannya yang belum 
cukup umur, dengan orang lain”. 

2e. “Dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun, barang siapa yang 
dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut 
pada 1e., ,menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul dengan orang lain yang 
dikerjakan oleh orang belum dewasa yang 
diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia 
ada belum dewasa”. 

 Pasal 296 “Barang siapa yang 
pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan 
sengaja mengadakan atau memudahkan 
perbuatan cabul dengan orang lain dihukum 
penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan 
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 
(lima belas ribu rupiah)”. 

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak  

Pasal 82 “Setiap Orang yang dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 
(enam puluh juta rupiah)”.  

3. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  

Pasal 76E “Setiap Orang dilarang 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak 
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul”.  

Pasal 82  

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak 
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Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).  

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang 
Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 
1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 

Pasal 82 

 1) “Setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
76E dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”  

2)  “Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang 
tua, wali, orang-orang yang mempunyai 
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, 
tenaga kependidikan, aparat yang menangani 
perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih 
dari satu orang secara bersama-sama, pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”  

3)  “Selain terhadap pelaku sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan 
kepada pelaku yang pernah dipidana karena 
melakukan tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E.”  

4)  “Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan 
korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan 
luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, 
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, 
dan/atau korban meninggal dunia, pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”  

5)  “Selain dikenai pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), 
pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa 
pengumuman identitas pelaku.”  

6) “Terhadap pelaku sebgaimanadimaksud 
pada ayat (2) sampai pada ayat (4) dapat 
dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan 
pemasangan alat pendeteksi elektronik.”  

7) “Tindakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan 
pidana pokok dengan memuat jangka waktu 

pelaksanaan tindakan.”  

8) “Pidana tambahan dikecualikan bagi 
pelaku Anak.” 

 Pasal 82A 

 1) “Tindakan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama 
dan/atau setelah terpidana menjalani pidana 
pokok.” 

2) “Pelaksanaan tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan 
secara berkala oleh kementrian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum, sosial, dan kesehatan.”  

3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pelaksanaan tindakan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.” 

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah 
Umur 

Tindak Pidana Pencabulan  

Pengertian Tindak Pidana Pencabulan  

“Perbuatan cabul pada anak-anak diatur 
dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291 
sedangkan perbuatan cabul pada sesama jenis 
diatur dalam pasal 292 dan 293, adanya pasal 
292 dan 293 menunjukan bahwa perbuatan 
pelecehan seksual yang masuk katagori 
perbuatan cabul tidak hanya berlangsung antara 
lakilaki dan perempuan saja akan tetapi juga 
terhadap yang sejenis.” 

Jenis Tindak Pidana Pencabulan 

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari 
Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana 
dikategorikan sebagai berikut: 

“Perbuatan yang menyerang kehormatan 
kesusilaan” 

“Perbuatan cabul dengan seseorang dalam 
keadaan pingsan atau tak berdaya pada pasal 
290 KUHP” 

“Perbuatan cabul dengan cara membujuk 
terdapat dalam pasal 290 KUHP,”  

“Perbuatan cabul dengan seseorang pada 
sesama jenis kelamin, terdapat dalam Pasal 292 
KUHP”  

“Perbuatan cabul dengan seseorang dengan 
cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari 
pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP”  
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“Perbuatan cabul denga anaknya, anak 
tirinya, anak dibawah pengawasannya yang 
belum dewasa terdapat pada Pasal 294 KUHP”  

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan 

“Untuk dapat menyatakan seseorang 
bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang 
melanggar Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 
296 KUHP maka harus memenuhi unsur 
unsur:” 

Pasal 289 KUHP 

“Didalam Pasal 289 KUHP hanya terdiri 
dari unsur-unsur objektif yaitu:”  

1) Perbuatan memaksa  

2) Caranya dengan : kekerasan, ancaman 
kekerasan;  

3) Objeknya : seseorang untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan 4) Perbuatan cabul 

Pasal 290 KUHP 

Didalam pasal 290 KUHP ada tiga bentuk 
kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2 dan 
3, yaitu: 1. Kejahatan Butir 1, mempunyai unsur
-unsur: 

Unsur Objektif:  

a. Perbuatannya : perbuatan cabul;  

b. Objeknya: dengan seseorang;  

c. Dalam keadaan: 1) pingsan 2) tidak 
berdaya 

Unsur Subjektif: 

d. diketahui bahwa orang itu dalam 
keadaan pingsan atau tidak berdaya 

Penerapan Sanksi Terhadap Pencabulan 
Terhadap Anak  

“Sanksi pidana adalah suatu hukuman 
sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat 
adalah hukumnya, seseorang yang terkena 
akibat akan memperoleh sanksi baik masuk 
penjara ataupun terkena hukuman lain dari 
pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan 
suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang 
diancamkan atau dikenakan terhadap 
perbuatan atau pelaku perbuatan pidana 
ataupun tindak pidana yang dapat menggangu 
atau membahayakan kepentingan hukum. 
Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu 
jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari 
pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang 
bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu 
ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.” 

“Mengenai tindak pidana pencabulan, 
harus ada orang sebagai subjeknya dan orang 
itu melakukannya dengan kesalahan, dengan 
perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu 
tindak pidana pencabulan, berarti ada orang 
sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat 
kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap 
anak yang terjadi merupakan suatu masalah 
yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, 
oleh karena berkaitan dengan moralitas para 
generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang 
merupakan instansi atau lembaga yang 
menangani masalah hukum perlu memberikan 
perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan 
anak-anak terutama pada kejahatan seksual. 
Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi 
yang paling tepat pada anak-anak yang 
melakukan tindak pidana terutama kejahatan 
seksual.” 

Menurut Romli Atmasasmita 
“Delinquency adalah suatu tindakan atau 
perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak 
yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara 
dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta 
ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”. 
(Atmasasmita, et al, 2011) 

“Perlindungan hukum terhadap anak untuk 
meminimalisir anak yang berhadapan dengan 
hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum 
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, 
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga 
melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi 
korban tindak pidana adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun mengalami 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi disebabkan oleh tindak pidana.”  

“Tindak pidana mengadakan hubungan 
kelamin di luar pernikahan dengan seorang 
wanita yang belum mencapai usia lima belas 
tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam 
Pasal 287 KUHP.” 

Tindak pidana diatur dalam Pasal 287 ayat 
(1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:  

1. Unsur-unsur subjektif:  

a. Yang ia ketahui.  

b. Yang sepantasnya harus ia duga.  

2. Unsur-unsur objektif:  

Barang siapa.  

Mengadakan hubungan kelamin diluar 
perkawinan.  
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Wanita yang belum mencapai usia lima 
belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. 

“Dari diisyaratkan dua unsur subjektif 
secara bersama-sama, yakni unsur yang ia 
ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya 
harus ia duga didalam rumusan tindak yang 
diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP,” orang 
dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP itu 
mempunya unsur subjektif yang “proparte 
dolus” dan “pro parte culpa”. “Kedua unsur 
subjektif tersebut meliputi undur objektif ketiga 
dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 
ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum 
dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan 
terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif, 
baik penuntut umum maupun hakim harus dapat 
membuktikan bahwa pelaku memang 
mengetahui atau setidak-tidaknya dapat 
menduga bahwa wanita yang mengadakan 
hubungan kelamin di luar pernikahan dengan 
dirinya belum mencapai usia lima belas tahun 
atau belum dapat dinikahi.” 

Unsur objektif pertama dari tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 287 ayat  

(1) “KUHP adalah unsur barang siapa. 
Kata barang siapa menunjukan pria, yang 
apabila pria tersebut memenuhi semua unsur 
dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 
ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai 
pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur 
subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur 
dalam pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur 
mengadakan hubungan diluar perkawinan.” 

“Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, 
tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan 
diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat 
kelamin korban, melainkan harus terjadi 
persatuan antara alat kelamin pelaku dengan 
alat kelamin korban. Dengan terjadinya 
persatuan antara alat kelamin pelaku dengan 
alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi 
orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah 
memenuhi unsur objektif kedua dari tindak 
pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) 
KUHP, karena disamping itu undang-undang 
juga mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-
alat kelamin itu harus terjadi diluar pernikahan 
atau buiten echt. Tindak kejahatan pencabulan 
dengan korban anak yang masih di bawah umur 
dengan korban orang dewasa tentunya akan 
berbeda, baik dari penanganan korbannya 
maupun penegakan hukumnya. Korban 
pencabulan terhadap anak di bawah umur 
tentunya masih memiliki masa depan yang 
panjang yang seharusnya mampu dijaga dan 
dilindungi, karena merupakan generasi penerus 

kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 melindungi anak-anak dari 
perbuatan cabul dengan kekerasan diatur dalam 
Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak.”  

Apabila rumusan Pasal 81 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak tersebut dirinci maka akan terlihat unsur-
unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif 
yang terdiri dari: a). Objeknya anak; b). 
Perbuatannya dilakukan kekerasan, ancaman 
kekerasan; c) yang dilakukan dengan orang 
lain. Adapun unsur subjektifnya adalah dengan 
sengaja. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
menyatakan:  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang 
tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga 
kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana 
sebagaimanadimaksud pada ayat (1). 

5. Simpulan 

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, 
maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut: 

Adapun kualifikasi perbuatan pencabulan 
terhadap anak dalam pandangan hukum pidana 
yaitu terdapat dalam dalam Pasal 290-296 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 82 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, Pasal 76E dan Pasal 82 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 dan 
Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak 
pidana pencabulan terhadap anak dibawah 
umur, yaitu dengan memberikan sanksi sesuai 
dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, antara lain 
pemberian sanksi pidana penjara dan pidana 
denda. 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, 
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maka saran yang dapat diberikan, yaitu: 

Diharapkan pihak pemerintah melalui 
aparat penegak hukum bekerjasama dengan 
masyarakat pada umumnya dan para orang tua 
pada khususnya hendaknya berperan serta aktif 
dalam rangka usaha penanggulangan terhadap 
tindak pidana pencabulan terhadap anak 
mengingat anak merupakan tunas harapan 
bangsa. 

Pemberian sanksi kepada pelaku tindak 
pidana khususnya tindak pidana pencabulan 
terhadap anak agar diberikan tindakan tegas, 
agar dapat memberikan perlindungan terhadap 
anak sebagai korban. 
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